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KEPUTUSARHN
MENTERI DENDIDIKAN DANM XEDUDAYAN
*RCDUBLIEK  THDONESIA

Nov. D5UL1079

tentang

Pelaksunean Integrasi Cckoloh Menengah Xedjuraan

Tirgkat l'exrtama Menjadi Sekelah llenenaah Umum

a.

Surat Menteri i

Tingkat Dertuma

VMENTERI PENDIDIKAN DMN XESUDAYAAN,

bahwa berdasarkan Koputusan Menteri Pendidiken dan Kebud:ayaan

No, J0TL/U/157% jo No. 0274/U/1476 dan tio. 0270/U/1576€ sccara

bartehap mulai tahun 1977 Sekelah Lanjutan Tingkat Partama
Kejuruan diintograsilan menjadi Sckolsalt Monangalh Umum tingghkat

Pertamn Yany Discempurnakan

bakwa Cengan adanys periiembangan baruw, kata-kata “Sokiolah

"

aneayah Unum Tingkat Portams yarg Qdisempurnakan’ seperti tor-

cantunm dalam Koputusan Mentori lUendddikan dan ebuldavasn

No. 027&4/U/1076 pengaunacnnya sudah sidak diperlukan 1o,

vahwa berhubune Jdoncan hal-hal tersebut i atas, dipandang
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Keputusan Meateri Dendidikan dan Nebudayaan

1. targgal 17 Januari 1275 No. 2L /U/10U05 .

2. tanggal 17 npril 1875 We..  070/2 tahun 875,
L

3. tanggal 13 Nopesber 1576 No. J27L/U/1976
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2gara Tenortiboan Aparatur Hecara taaggal 15 Tebru-

ari 1579, No. D=180/I/ACNVAN/2/72. .
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MEMUTUS XA

Oengan mencazbut Keputusan Menteri pendidikan Qun Kebudayaan

Nur. 0Q274/0/107¢.

Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertams terselbut
dalam Jajur & menjadi Sckolah Moenengah Unum Tinghat Pertama tor-

sciut dalam lajur € Lampiran Keputusan ini.

Mengalihkan semua bBinga yang berhubuncan dan~an ponvelencoarasn
pundidikan yany scmula kepada Drogram pembincan pendidikan
kejuruan/latihan kejuruan, kepadsz Pregram pumbinaan pendidikan
lanjutan umun.

Ménugnskan kepeda para Kepalz Kantur Wilayah Departemen Pendii
dikan dan Kebudi:yaan 2i seluruh Indonesiz untuk melalsanakan

ketontuan torsebut dalam pasal “pertama’ Xeputussn ind.

Biaya untuk keperluan peloksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap
Propinsi/Daeral Tingkat I Jibebankan pada mata angcaran sepoerei
tercantum Qalam lajur 9 Lampiran Xeputusan ini Cari Anggaran

Fendapatan dan Selonja Lepartemen Dendidikan dan Yabudays tn

tahun 197C0/1273 dan untuk tabus-tahun salanjutaya pmads mata

sngoavan yany selarne dencan itu.

Hal-hal lain yang belum diactur Jdalam Xeputusan ini ahkan discuyr
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
. . " ~ -’_l
Keputusan ini mulai berlaku vpada tanagal 1 April 1979
Citaotasian Jdi Jakarea
jrasia tanecal o 17 bebruari 1979
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ® (0293 ) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.2/ +527../ 230
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota
Magelang,Nomor 420/187/230.SMP.05/2021 tanggal 25 Agustus
2021 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah
Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama

Menimbang 1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Magelang telah
berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut

Mengingat 1. Undang - Undang

a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan
Anak

¢. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

d. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

e. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025

2. Peraturan Pemerintah.



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi
kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan
fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010

b. Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru

b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang
a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan
fungsi Dinas Daerah;
b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan

MEMUTUSKAN

Memberi ijin kepada :

1. Nama . Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
2. Alamat . JI. Jeruk No. 3, Kramat Selatan, Magelang Utara
3. Telepon . (0293) 363182
4. Tanggal : 1 Juli 1979
Berdiri

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
2. Alamat :JI. Jeruk No. 3, Kramat Selatan, Magelang Utara
3. Telepon 1 (0293) 363182

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum “Pertama” akan dicabuit.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan
pembetulan seperlunya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di  : Magelang
_Padatanggal  : 15 Oktober 2021
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